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Kajian dalam review literatur ini membahas perdebatan ilmiah yang terjadi dalam aspek legitimasi
intervensi kemanusiaan/ Responsibility to Protect (R2P). Sebagai normainternasional, R2P menghadapi
berbagai dilema politik pada tataran perumusan dan implementasi kebijakan intervensi dalam sistem PBB.
Salah satu dilema politik yang terjadi adalah aspek legitimasi. Legitimasi adalah suatu proses legalitas di
manaintervens harus dilakukan hanyamelalui validas wewenang Dewan Keamanan PBB (Bab VI,
Piagam PBB). Di lain pihak, beberapa akademisi berpendapat bahwa legitimasi legal rentan akan kontestas
kepentingan anggota DK sehingga legitimasi moral/ etis adalah hal yang lebih penting dalam membentuk
legitimasi dan lebih adil dalam menyelamatkan isu kemanusiaan. Legitimasi moral dibentuk melalui aks
multilateralisme dan pembuktian tragedi kemanusiaan. Melalui analisis komparatif perdebatan legitimasi
legal dan moral dalam karya akademisi hubungan internasional, hukum internasional dan HAM, review
literatur ini mengidentifikasi bahwa kontestasi antara pembentukan legitimasi tersebut merupakan
pengejawantahan dari pertentangan paradigmatis realisme dan konstruktivisme, yaitu narasi: (1) faktor
material lawan ideasional, (2) logika konsekuensi lawan logika kepatutan, (3) norma sebagai kegunaan
lawan norma sebagal hak, dan (4) aktor top-down lawan agen bottom-up.

The studies in this literature review discusses the scientific debate that occurred in the aspect of legitimacy
of humanitarian intervention / Responsibility to Protect (R2P). As an international norm, R2P is facing
numbers of political dilemmas at the level of policy formulation and implementation in UN system. One of
the political dilemmasis divisive voice on legitimacy aspect in intervention. Legitimacy isalegal processin
which intervention should be done only through UN Security Council authority (Chapter VI of the UN
Charter). On the other hand, some scholars argue that legal legitimacy is vulnerable to contestation of
interests of security council members, thus moral/ ethical legitimacy is more important in establishing
legitimate and fairer intervention in saving humanity from humanitarian tragedy. Moral legitimacy is formed
through multilateralism mechanism in intervention and empirical evidence of human tragedy. Through a
comparative analysis of the legal and moral legitimacy debate in the work of international relations scholars,
international law and human rights intellectuals, this literature review identifies that the contestation in
legitimacy aspect of intervention epitomizes paradigmatic opposition between realism and constructivism.
This can be explicated through following points: (1) material factors versus ideational, (2) the logic of
appropriateness versus the logic of consequence, (3) the norm as benefit versus the norm as right, and (4)
top-down actor versus bottom-up agent.
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